WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KE ENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI

Menimbang

TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

a. bahwa hasil analisis beban kerja, jenis pekerjaan,

ketersediaan pegawai serta kemampuan anggaran
merupakan dasar dari pengadaan dan pengangkatan
Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkungan Pemerintah
Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap
(Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Walikota Bliar Nomor 15
Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai
Tidak Tetap (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 4);

bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap Pegawai
Tidak Tetap (PTT) dilingkungan Pemerintah Kota
Blitar, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap
(Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Walikota Bliar Nomor 15

Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai



Mengingat

Tidak Tetap (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 4)
sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota
Blitar Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota
Blitar.

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



Menetapkan

tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3243) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016

Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KE ENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA
BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH
KOTA BLITAR.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Tahun
2013 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Walikota Bliar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 4),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) diubah, Ketentuan pasal 13 ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 13
(1) Setiap Pegawai Tidak Tetap bekerja sesuai masa kontrak kerja
dengan batas usia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun.
(2) Dihapus
(3) Dihapus
(4) Dihapus

2. Ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) diubah, ketentuan dalam pasal 21

ayat (2) dihapus sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21
(1) Setiap Pegawai Tidak Tetap diberikan tambahan penghasilan.
(2) Dihapus.

3. Ketentuan dalam pasal 22 dihapus.

4. Ketentuan dalam pasal 23 dihapus



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 15 Pebruari 2018

WALIKOTA BLITAR,
Ttd.
MUH. SAMANHUDI ANWAR
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Pebruari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.
Rudy Wijonarko
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